
SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2Afi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sambas, perlu memberikan Tunjangan Reses kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sambas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tlrnjangan Reses bagl Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.



4.Unclang-UndangNomorjsTahun2aa4tentang
Peroeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung jau'ab Keuangan

Negara ilembaran Iriegara Repubiik indonesia Tahun 2*44

Nomor 66, Tamba-han Lembaran Negara Repuillik

Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat. dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor aa38);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaug

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamfuahan l,embarau

Negara Republik Indonesia Nomor 5587i sebagaimana

telah dua kali diubah, terakhir dengan Unclang - Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kerlua Atas

Llnclang-undang Nornor 23 Tahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu'blik

lndonesia Tahun 2CI15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578j;

B. Peraturan Peme::intah Nomor I Tahun 2006 tent.arlg

Pelaporan Keuangan dan ldinerja Instansi Pemerinta.h

{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2A06 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomcr 46 la) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Akuntansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20i0 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomerr

5165i;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administ.ratif Pimpinan dan Anggota
Dervan Perrvakiian Rak-vat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 21fl Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

li. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan lteuangan Daera?r

sekragaimana telah dua kali diubah. terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perui:ahan Kedua Atas Peraturan fulenteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310);

t2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

operasional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20t7 Nomor LO67l;

13. Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2o0B Nomor

4l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun ?ALG tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten sambas
Tahun 2A16 Nomor LL, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sambas Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun
2OL7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sambas {Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2017 Nomor 4, Tarttbahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sambas Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

MCnCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN RESES BAGI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

un sur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua
dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- und"angan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yarrg memegang jabatan Anggota

DPRD Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Daerah adalah Kabupaten Sambas.

1.

2.

3.

4.



4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2OA4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa00);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tafirbahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang * Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Akuntansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZALT tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah {kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



5.

6.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom-

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan

berdasarkan formula seb"gai dasar penghitungall' besaran tunjangan

komunikasi intensrf, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan

DPRD.
Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses

kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten sambas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN TU NJANGAN RESES

Pasai 2

Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan setiap

melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Pasal 3

(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan

umum daerah Kabupaten Sambas dikurangi dengan belanja pegawai

aparatur sipil negara Kabupaten Sambas dan dikelompokkan dalam 3
(tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikelompokkan dalam kategori sedang.

BAB iII
BESARAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

Besaran tunjangan reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sambas sebanyak 5 {lima} kali uang representasi Ketua
DPRD Kabupaten Sambas yaitu sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta
lima ratus ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali reses.

7"

8.

t2)

{3)

(4)



Pasal 5

Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sambas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2417.
Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI SAMBAS"

T'TD

ATBAH ROMiN SUHAILI

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA IAN HUKUM,

NrP. 19684612 19971A I 001
Pembina r (rv/b)


